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ABSTRAK 

 

Sahara Abdillah Ramli (2023):  “Perlindungan Hukum terhadap Anak 

Sebagai Korban Kekerasan Psikis 

berdasarkan Standar Prosedur (SOP) di Unit 

Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan 

Dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru”. 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus anak sebagai korban kekerasan 

psikis di Kota Pekanbaru setiap tahun menunjukkan angka peningkatan, yakni 

pada Tahun 2020 sebanyak 2 orang, Tahun 2021 naik menjadi 18 orang, dan pada 

Tahun 2022 naik lagi menjadi 20 orang. Oleh karena itu dalam rangka untuk 

memberikan perlindungan terhadap anak, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana 

Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA), agar anak mendapatkan 

perlindungan yang maksimal, Dengan dikeluarkan Peraturan Menteri 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang 

Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan 

Anak, dalam usaha untuk memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban 

kekerasan psikis, maka UPT PPA Kota Pekanbaru membuat Standar Operasional 

Prosedur (SOP). Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana 

perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis berdasarkan 

standar operasional prosedur (SOP) di unit pelaksana teknis perlindungan 

perempuan dan anak (UPT PPA) kota  pekanbaru ?, 2) Apa saja hambatan dalam 

memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis 

berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) pada UPT PPA kota pekanbaru ? 

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum sosiologis dan 

pendekatan yang digunakan ialah pendekatan efektivitas hukum, menggunakan 

sumber data primer dan sekunder, Adapun lokasi penelitian yaitu Unit Pelaksana 

Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak atau UPT PPA Jl. Tiung Ujung, Kota 

Pekanbaru, Riau dengan menggunakan metode pengumpulan data yakni observasi 

, wawancara , kuisioner. 

Hasil penelitian menyimpulkan Perlindungan hukum terhadap anak korban 

kekerasan psikis pada UPT PPA Kota Pekanbaru dilakukan berdasarkan SOP 

yang sudah ditetapkan. Perlindungan tersebut dimulai dari pelayanan pengaduan 

korban atau keluarganya yang dilakukan sesuai dengan SOP, pendampingan 

psikologis, bantuan mediasi, dan kesehatan juga dilakukan berdasarkan SOP. 

Namun ada SOP yang belum terlaksana seperti masih banyak koban atau keluarga 

korban yang tidak mengetahui keberadaan dari UPT PPA, sehingga mereka tidak 

ada mengajukan pengaduan dalam rangka pemulihan psikis anak. Hambatan yang 

dialami oleh UPT PPA Kota Pekanbaru dalam memberikan layanan dan 

perlindungan dilihat dari segi sarana dan prasarana yang masih minim pada UPT 

PPA Kota Pekanbaru dari segi masih memerlukan rumah perlindungan yang layak 

dan nyaman, serta masih digabungkannya ruangan anak laki-laki dan anak 

perempuan, sehingga menyulitkan dalam proses konseling dan pemulihan. 

 

Kata Kunci : Perlindungan Hukum , Anak , Kekerasan Psikis. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang membutuhkan 

perlindungan hukum khusus yang berbeda dari orang dewasa, dikarenakan 

alasan fisik dan mental anak yang belum dewasa dan matang. Perlindungan 

hukum terhadap anak diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap 

kebebasan dan hak asasi anak yang berhubungan dengan kesejahteraannya
1
. 

Seorang anak memiliki hak untuk dilindungi sebagaimana tertera pada 

Undang-undang No. 35 Tahun 2014 pasal 1 ayat (2) “perlindungan anak 

adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar 

dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai 

dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi.
2
 

Perlindungan anak diusahakan oleh setiap masyarakat, keluarga, 

pemerintah  dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk dilaksanakannya 

perlindungan anak demi kesejahteraan anak. 
3
sebagaimana tertera pada Pasal 

20 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 berbunyi “Negara, pemerintah, 

pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orangtua berkewajiban dan 

bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”. 

                                                           
1 Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak,Akademika, (Jakarta: Pressindo, 1985), h.123. 
2 Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Buutir 2. 
3 Abintoro Prakoso, 2016. Hukum Perlindungan Anak. Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 

h. 15. 
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Trauma anak yang mengalami kekerasan psikis adalah salah satu 

faktor risiko dari gangguan kecemasan dan depresi kronis. Anak yang  

menjadi korban kekerasan psikis akan sulit untuk diketahui tanda-tandanya 

bahwa mereka sedang mengalami kekerasan tersebut, Beberapa kemungkinan 

efek samping kekerasan anak pada kesehatan mental mereka dapat meliputi, 

gangguan kecemasan dan depresi, penarikan diri, trauma, sulit focus, sulit 

tidur, gangguan makan, Tidak nyaman dengan sentuhan fisik, Kecenderungan 

melukai diri sendiri dan usaha bunuh diri Sangat sulit ketika menyembuhkan 

trauma dari anak, apalagi jika anak menjadi semakin terpuruk, merasa takut 

bahkan dikemudian hari jika sudah tumbuh dewasa bisa melampiaskan 

dendamnya yang dulu pernah dialaminya.
4
 

Keikutsertaan pemerintah daerah kota Pekanbaru dalam merumuskan 

dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak, 

Pemerintah kota pekanbaru  membuat peraturan walikota kota Pekanbaru 

Nomor 142 Tahun 2019 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis 

Perlindungan Perempuan Dan Anak.
5
  

Salah satu dalam penanganan kasus  kekerasan psikis  terhadap anak. 

Pihak UPT PPA melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 

4 menyelenggarakan fungsi layanan: 

                                                           
4  Halo sehat. com. “Dampak trauma pisik dan mental tindak kekerasan pada anak”. 

diakses melalui https://hellosehat.com/hidup-sehat/psikologi/dampak-kekerasan-terhadap-anak/. 
5 Peraturan Walikota Kota Pekanbaru Nomor 142 Tahun 2019. Tentang Pembentukan, 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis 

Perlindungan Perempuan Dan Anak 
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1. Pengaduan masyarakat; 

2. Penjangkauan korban; 

3. Pengelolaan kasus; 

4. Penampungan Sementara 

5. Mediasi 

6. Pendampingan korban.
6
 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang 

Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan 

Anak, peraturan ini dibuat untuk keseragaman dalam struktur organisasi, 

tugas, fungsi, dan mekanisme kerja dari unit pelaksana teknis daerah 

perlindungan perempuan dan anak, dalam memberikan layanan bagi 

perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, 

perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
7
 

Hasil dari survei awal penulis, yang penulis temukan di UPT PPA kota 

Pekanbaru, penulis melihat masih marak dan meningkatnya jumlah korban 

kekerasan psikis terhadap anak dari tahun ketahun yang terjadi dan penulis 

dapatkan adalah mengenai anak-anak yang mendapatkan tekanan dari 

lingkungan terdekatnya seperti lingkungan keluarganya dan lingkungan 

sekolah, sehingga membuat anak-anak tersebut kehilangan hak-haknya. 

 

                                                           
6 Ibid.,Pasal 3. 
7  Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik 

Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Perlindungan Perempuan Dan Anak Pasal 1 ayat (1). 
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Tabel I.1 

Jumlah Kasus Anak  Sebagai Korban Kekerasan Psikis Yang terlapor 

di UPT PPA  Kota Pekanbaru dari tahun 2020-2022 

 

No Tahun Jumlah Kasus Anak Sebagai Korban Kekerasan 

1 2020 2 

2 2021 18 

3 2022 20 

 Sumber Data:  Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak 

(UPT PPA). Jl. Dagang No.78, Kp. Tengah, Kec. Sukajadi, 

Kota Pekanbaru, Riau 28122.
8
 

 

Berdasarkan data kasus kekerasan psikis terhadap anak sebagai korban 

kekerasan di UPT PPA kota Pekanbaru jika dilihat dari tabel I.1 bahwasanya 

pihak UPT PPA perlu memberikan perlindungan lebih maksimal terhadap 

anak dalam kekerasan psikis, karena meningkatnya jumlah anak dari kasus 

kekerasan psikis dari tahun ke tahun, pada tahun 2020 sebanyak 2 orang dan 

ketika di tahun 2021 mengalami kenaikan yang sangat signifikan sebanyak 18 

orang serta di tahun 2022 sebanyak 20 orang. 

Anak yang menderita akibat mengalami tindak kekerasan psikis yang 

terdaftar di UPT PPA kota Pekanbaru di sebabkan oleh kekerasan dalam 

rumah tangga ,pelecehan seksual, dan hak anak seperti perebutan asuh anak 

setelah orang tuanya bercerai, pembullyan menyebabkan sikisnya terganggu 

karena lingkungan sosial berteman ,tekanan dari pola asuh orang tua 

,menyebabkan anak cenderung kurang percaya diri dan tidak percaya pada 

orang dewasa. Mereka mungkin tidak bisa mengungkapkan perasaan yang 

sebenarnya, sehingga mengalami gangguan dalam mengendalikan emosi. 

Semakin lama kekerasan berlanjut, semakin serius pula dampaknya.  

                                                           
8 Sumber Data: Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA). Jl. 

Tiung Ujung  , Kel. Kampung Melayu , Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru. 
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Dalam usaha untuk memberikan perlindungan terhadap anak sebagai 

korban kekerasan psikis, maka UPT PPA Kota Pekanbaru membuat Standar 

Operasional (SOP) dalam rangka memberikan perlindungan yang terbaik 

terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis. Tentunya perlu dikaji 

mengenai pelaksanaannya di lapangan, apakah SOP tersebut memang benar-

benar dapat terlaksana atau belum dapat dilaksanakan karena berbagai 

permasalahan atau hambatan. 

Standar Operasional Prosedur atau disingkat dengan SOP adalah 

dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis 

dan sistematis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk 

memperoleh hasil kerja yang paling efektif dan efisien SOP juga dapat 

dikatakan sebagai acuan atau pedoman untuk melakukan pekerjaan sesuai 

dengan fungsinya dan alat penilaian kinerja yang sesuai dengan indikator-

indikator  administrasi, teknik dan prosedur berdasarkan tata kerja, sistem kerja 

dan prosedur kerja. 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti bermaksud untuk meneliti 

dalam bentuk skripsi dengan: “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP 

ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN PSIKIS BERDASARKAN 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DI UNIT PELAKSANA 

TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPT PPA) 

Kota PEKANBARU”  
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B. Batasan Masalah 

Pembatasan masalah bertujuan untuk lebih memfokuskan kajian yang 

akan dilaksanakan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai dalam waktu yang 

singkat dan terkontrol dengan baik. Adapun batasan masalah dalam penelitian 

ini hanya berfokus terhadap bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap 

anak sebagai korban kekerasan psikis dan apa saja hambatan dalam 

memberikan perlindungan tersebut berdasarkan standar prosedur (SOP) di unit 

pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak (UPT PPA) kota 

pekanbaru. 

 

C. Rumusan Masalah 

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah diatas, 

maka dapat ditarik permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan 

psikis berdasarkan Apa saja hambatan dalam memberikan perlindungan 

terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis berdasarkan standar 

operasional prosedur (SOP) pada UPT PPA kota pekanbaru? 

2. Apa saja hambatan dalam memberikan perlindungan terhadap anak 

sebagai korban kekerasan psikis berdasarkan standar operasional prosedur 

(SOP) pada UPT PPA kota pekanbaru ? 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban 

kekerasan psikis berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) di 

unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak (UPT PPA) 

kota pekanbaru. 

b. Untuk mengetahui hambatan dalam memberikan perlindungan 

terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis berdasarkan standar 

operasional prosedur (SOP) pada UPT PPA kota pekanbaru. 

2. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan permasalahan diatas, maka manfaat 

penelitianyang kan dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Secara Teoritis 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pengembangan lebih lanjut dan wawancara di bidang hukum tata 

negara tentang perlindungan hukum terharap anak sebagai korban 

kekerasan psikis berdasarkan standar opersional prosedur (SOP) di 

unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak (UPT 

PPA) kota pekanbaru
 

2) Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi 

penelitian sejenis di masa yang akan datang.  
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b. Secara Praktis 

1) Untuk dapat menjadi masukan kepada pembaca dan masyarakat 

tentang perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban 

kekerasan psikis berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) 

di unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak (UPT 

PPA) kota pekanbaru. 

2) Diharapkan dapat menambah pengetahuan kepada pembaca dan 

masyarakat terkait perlindungan hukum oleh unit pelaksana teknis 

perlindungan perempuan dan anak serta terkait hambatan dalam 

memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan 

psikis berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) pada UPT 

PPA kota pekanbaru. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Pelindungan Hukum  

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak 

asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan 

kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang 

diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah 

berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk 

memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan 

berbagai ancaman dari pihak manapun.
9
 

Pengertian perlindungan menurut Peraturan Perundang-Undangan: 

1. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan 

Kekerasan dalam Rumah Tangga: Segala upaya yang ditujukan untuk 

memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak 

keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau 

pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. 

2. Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi 

dan Korban adalah: Segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan 

untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/ atau Korban yang wajib 

dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainya sesuai dengan ketentuan 

Undang-Undang ini. 

                                                           
9 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (PT Citra Aditya Bakti, Bandung), 1991, h. 74. 
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3. Menurut PP No. 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Korban 

dan Saksi Pelanggaran HAM yang Berat: Suatu bentuk pelayanan yang 

wajibdilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan 

untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban 

dan saksi, dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak 

manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, 

penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. 

Perlindungan hukum menurut para ahli diantaranya: 

1. Menurut Satjipto Raharjo Perlindungan Hukum adalah memberikan 

pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan 

perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat 

menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
10

 

2. Menurut Philiphus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah perlindungan 

akan harkat martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang 

dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari 

kesewenangan.
11

 

3. Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum 

yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa 

aman, berbagai ancaman dari pihak manapun.
12

 

                                                           
10 Soetjipto Rahardjo, Permasalahan Hukum di Indonsia, Alumni, , Bandung, 1983, h. 

121. 
11  Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, 

Surabaya, 1987, h. 38. 
12  CST Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, 

Jakarta, 1989, h. 
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4. Menurut Muktie A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan dari 

arti Perlindungan, dalm hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. 

Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak 

dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek 

hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. 

Sebagai subyek hukum manusia memilik hak dan kewajiban untuk 

melakukan suatu tindakan hukum.
13

 

Dasar pelaksanaan perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang 

No. 35 Tahun 2014: 

1. Dasar filosofis, pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan 

keluarga, masyarakat, bernegara dan berbangsa dan dasar pelaksanaan 

perlindungan anak. 

2. Dasar etis, Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika 

profesi yang berkaiatan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam 

pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan 

perlindungan anak. 

3. Dasar yuridis, pelaksanaan perlindungan anak harus di dasarkan pada 

UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang 

berlaku, penerapan dasar yuridis ini harus secara interaktif, yaitu 

penerapan terpadu yaitu menyangkut peraturan perundang-undangan dari 

berbagai bidang hukum yang berkaitan.
14

 

 

                                                           
13 Muktie, A. Fadjar, Tipe Negara Hukum, Bayumedia Publishing, Malang, 2005. h.74 
14 Ibid., h. 44-45. 
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B. Pengertian Anak  

Menurut definisi dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan, anak 

adalah keturunan yang kedua. Keturunan ini hasil dari perkawinan ayah dan 

ibu, anak bisa laki-laki atau perempuan. Anak yang dilahirkan bisa sehat 

dalam artian sempurna tanpa ada cacat sedikitpun atau sebaliknya. Anak 

memiliki hak sejak masih dalam kandungan, hak-hak anak itu sendiri diatur 

dalam undang-undang. 

Menurut perundang- undangan yang berlaku di Indonesia, batas 

kedewasaan merupakan tolak ukur pengertian anak, diantaranya adalah 

sebagai berikut : 

1. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 

dinyatakan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah 

mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
15

 

2. Menurut ketentuan umum Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 4 

Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak disebutkan bahwa anak adalah 

seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum 

kawin.
16

 

3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan pengertian anak pada 

batasan belum cukup umur tampak dalam Pasal 45 yang menyatakan 

dalam menuntut orang yang belum cukup umur (minderjaring) karena 

melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun.
17

 Oleh karena itu, 

apabila seseorang tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh 

                                                           
15 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 
16 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak 
17 Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, 1999, h. 22. 
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memerintahkan supaya tersalah dikembalikan kepada orang tuanya, 

walinya pemeliharaannya dengan tidak dikenakan hukuman atau 

memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak 

dikenakan suatu hukuman.
18

 

4. Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) 

menyatakan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai 

umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.
19

 

Bertitik tolak dari aspek pengertian anak di atas, ternyata hukum 

positif Indonesia tidak mengatur unifikasi hukum pasti dan berlaku universal 

untuk menentukan kriteria batasan umur terhadap seorang anak. Oleh sebab 

itu, mengenai batas anak yang masih digolongkan sebagai anak terdapat 

perbedaan penentuan. Dalam hal ini, Irma Setyowati Soemitro mengambil 

garis batas bahwa terhadap perbedaan batasan umur yang ada di dalam hukum 

positif Indonesia terdapat perbedaan, maka diambil garis batas pengertian 

anak berlaku untuk anak yang berusia 18 (delapan belas) tahun.
20

 

 

C. Pengertian  Korban 

Korban adalah mereka yang menderita jasmani dan rohaninya sebagai 

akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri 

atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan asasi yang 

menderita.
21

 

                                                           
18 Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, h. 3. 
19  R. Soebekti, R. Tjitosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pramadya 

Paramita, Jakarta, 1999, h. 90. 
20 Irma Setyowati Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bumi Aksara, Bandung, 

1990, h. 
21 Arif Gosita, 2004, Masalah Korban Kejahatan, (Penerbit PT. Bhuana Ilmu Populer 

Kelompok Gramedia, Jakarta), h. 44. 
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Korban (victims) adalah orang-orang yang baik secara individual 

maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau 

mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya 

yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum 

pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.
22

 

Ada beberapa hak umum bagi orang yang menjadi korban dalam 

tindak kekerasan, yaitu : 

1. Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas peneritaan yang dialaminya. 

Pemberian ganti kerugian ini dapat diberikan oleh pelaku atau pihak 

lainnya, seperti negara atau lembaga khusus yang dibentuk untuk 

menangani masalah ganti kerugian korban kejahatan; 

2. Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi; 

3. Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku; 

4. Hak untuk memperoleh bantuan hukum; 

5. Hak untuk memperoleh kembali hak (harta) miliknya; 

6. Hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis; 

7. Hak untuk diberitahu bila pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari 

8. tahanan sementara, atau bila pelaku buron lari dari tahanan; 

9. Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi 

10. Berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban; 

                                                           
22 Muladi, 2005, Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, (Penerbit 

Refika Aditama, Jakarta), h. 29. 
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11. Hak atas kebebasan pribadi/ kerahasiaan pribadi, seperti 

12. merahasiakan nomor telepon atau identitas korban lainnya.
23

 

 

D. Pengertian Kekerasan Psikis 

Kekerasan Psikis merupakan tindakan kekerasan yang dirasakan oleh 

anak yang mengakibatkan terganggunya emosional anak sehingga dapat 

mempengaruhi tumbuh kembang anak secara wajar. Adapun bentuk-bentuk 

dari kekerasan psikis ini antara lain : intimidasi (seperti menggertak, 

mengancam, dan menakuti), menggunakan kata-kata kasar, mencemooh, 

menghina, memfitnah, mengontrol aktivitas sosial secara tidak wajar, 

menyekap, memutuskan hubungan sosial secara paksa, mengontrol atau 

menghambat pembicaraan, membatasi kegiatan keagamaan yang diyakini oleh 

seorang anak dan lain sebagainya. 

Sebagaimana tertera pada Pasal 7 UU PDKRT menyatakan, 

“Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah 

perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, 

hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau 

penderitaan psikis berat pada seseorang.”  

Pasal 45 ayat 1 berbunyi : Setiap orang yang melakukan perbuatan 

kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada 

Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau 

denda paling banyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). 

                                                           
23  Didik Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, Urgensi Perlindungan Korban 

Kejahatan, (Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta), h. 50. 
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Anak yang mengalami kekerasan psikis sering menunjukkan menarik 

diri, ketakutan atau kemungkinan juga tingkah laku agresif, emosi yang labil. 

Mereka juga sering menunjukkan gejala perilaku depresi, jati diri yang rendah, 

kecemasan dan adanya gangguan tidur, Phobia, kelak bisa tumbuh menjadi 

penganiaya, bersifat keras, gangguan stress pasaca trauma dan terlibat dalam 

penggunanaan zat adiktif. 

Gangguan psikologis berupa gangguan mental atau penyakit kejiwaan 

adalah pola psikologis yang pada umum nya terkait dengan stres atau kelainan 

mental yang tidak dianggap sebagai bagian dari perkembangan normal 

manusia. Penemuan dan pengetahuan tentang kondisi kesehatan mental telah 

berubah sepanjang perubahan waktu dan perubahan budaya, dan saat ini masih 

terdapat perbedaan tentang definisi, penilaan dan klasifikasi, meskipun kriteria 

pedoman standar telah digunakan secara luas.
24

 

Gangguan Psikologis berhubungan dengan kecemasan. Anak-anak 

yang mengalami kelainan ini akan merasa takut, cemas dan kegelisahan yang 

berlebihan. Anak-anak akan cenderung merasa cemas dan takut akan hal yang 

tidak masuk akal. Penderita kelainan ini akan merasa panik dan gelisah secara 

tiba-tiba.
25

 

                                                           
24 https://hype.idntimes.com. “Gangguan psikis”. diakses 

melaluihttps://id.wikipedia.org/wiki/Gangguan_mental,pada hari sabtu 15 januari 2023, pukul 

21:00 wib. 
25 Solusi sehatku.com. “Gangguan psikologis yang terjadi pada anak”. diakses melalui 

http://www.solusisehatku.com/gangguan-psikologis-yang-terjadi-pada-anak-anak, pada hari sabtu 

15 januari 2023, pukul 21:05 wib. 
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Bentuk dari psikologi terbagi atas dua yaitu psikologi secara teoritis 

dan psikologi khusus: 

1. Psikologi umum, menguraikan dan menyelidiki kegiatan-kegiatan psikis 

pada umumnya dari manusia dewasa dan normal, termasuk kegiatan-

kegiatan pengamatan, inteligensi, kehendak, motif-motif dan seterusnya. 

Psikologi umum mencari dalil-dalil umum dari kegiatan-kegiatan tersebut, 

dan bentuk- bentuk psikologi tersebut. 

2. Psikologi khusus, menguraikan dan menyelidiki segi-segi khusus dari 

kegiatan psikis manusia, segi-segi khusus itu bermacam-macam, antara 

lain, psikologi perkembangan, psikologi kepribadian, psikologi sosial, 

psikologi pendidikan, psikologi diferensial, psiko patologi. Psikologi 

khusus itu sebenarnya masih berkembang terus-menerus dan dapat 

ditambah dengan beberapa seperti psikologi criminal. 

Gangguan Psikologis adalah gangguan dalam cara berpikir (cognitive), 

kemauan (volition), emosi (affective), perilaku (psychomotor). Dari berbagai 

penelitian dapat dikatakan bahwa Gangguan Psikologis adalah kumpulan dari 

keadaan-keadaan yang tidak normal, baik yang berhubungan dengan fisik, 

maupun dengan mental. Keabnormalan tersebut dibagi ke dalam dua golongan 

yaitu gangguan saraf (neurosis) dan gangguan jiwa (psikosis). Keabnormalan 

terlihat dalam berbagai macam gejala yang terpenting diantaranya adalah 

ketegangan (tension), rasa putus asa, murung, gelisah, cemas, perilaku 
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kompulsif, histeria, rasa lemah, tidak mampu mencapai tujuan, takut, pikiran-

pikiran negatif dan sebagainya.
26

 

Seto Mulyadi menjelaskan dampak kekerasan kekerasan juga akan 

membentuk kepribadian baru pada anak. Misalnya anak yang mulanya ceria 

menjadi mudah sedih atau sensitif. Sedangkan dampak jangka panjangnya, 

akan mempengaruhi pembentukan kepribadiannya seperti agresif dan 

pemberontak. Selain itu juga bisa mempengaruhi konsep dirinya, anak akan 

mempersepsikan dirinya sebagaimana lingkungan melabelinya. Konsep diri 

ini akan berkembang ke arah yang negatif pada anak, anak yang sering 

mendapat perlakuan kasar dari orang-orang terdekatnya lambat laun rasa 

percaya diri dan harga dirinya akan terpuruk. Sehingga dapat menghambat 

kemampuan dankeberanian anak untuk mencoba hal-hal baru serta 

mengembangkan minat serta potensinya. Untuk menghindari hal tersebut, 

orangtua harus mengubah cara berpikir (mind framing) bahwa setiap anak itu 

beharga dan berpotensi. 

Dampak buruk kekerasan pada anak secara psikis yakni sebagai 

berikut: 

1. Menciptakan siklus diri sebagai korban, salah satu dampak negatif 

kekerasan pada anak secara psikis adalah anak merasa dirinya ditakdirkan 

sebagai korban selama hidupnya. Pikiran ini akan tertanam kuat dalam 

dirinya. Akibatnya, hal ini berpengaruh dalam kehidupan anak yang 

                                                           
26  Dokter Sehat. “Macam-macam Gangguan Psikologi Jiwa”, diakses melalui 

http://doktersehat.com/macam-macam-gangguan-jiwa ang-aneh/-psikologi-y. pada hari sabtu 14 

Januari 2023, pukul 11:00 wib. 



 

 

19 

memiliki sifat lemah dan tidak percaya diri, merasa tidak mampu karena ia 

merasa menjadi korban. 

2. Menjadikan dirinya sebagai pelaku kekerasan, anak yang menjadi korban 

kekerasan memiliki kemungkinan besar akan menjadi pelaku kekerasan di 

kemudian hari. Hal ini juga menjadi salah satu dampak negatif dari 

kekerasan pada anak. Banyak penelitian menemukan fakta pada anak yang 

memiliki perilaku bullying, ternyata ia pernah menjadi korban kekerasan 

yang menjadikan dirinya seperti hendak balas dedam. 

3. Tidak memiliki kepercayaan diri, kepercayaan diri yang rendah juga 

menjadi salah satu efek buruk dari perilaku kekerasan pada anak. Anak 

yang mengalami tindak kekerasan akan memiliki rasa takut jika 

melakukan sesuatu sehingga hal ini dapat mengakibatkan kepercayaan diri 

anak menjadi rendah dan merasa tidak mampu melakukan hal yang baik. 

4. Sulit mencapai kesuksesan Dengan tidak adanya kepercayaan diri maka 

anak korban kekerasan pun akan lebih sulit mencapai kesuksesannya. Hal 

ini juga menjadi salah satu dampak negatif kekerasan pada anak. Anak 

yang tidak memiliki rasa percaya diri maka ia akan berkembang secara 

tidak optimal, tidak mampu bersosialisasi dengan teman dan lingkungan 

sekitar, merasa kalah di lingkungannya, dan sebagainya. Hal ini mengingat 

kesuksesan seseorang sangat ditunjang dengan kepercayaan diri tinggi 

terhadap kemampuan diri sendiri. 

5. Mengalami trauma, kekerasan pada anak juga mengakibatkan trauma dan 

luka batin yang sukar dihilangkan. Luka batin ini sangat berpengaruh pada 
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kualitas anak dalam menjalani hidupnya. Luka batin ini dapat ditandai 

dengan munculnya stres, depresi, frustrasi, dan gangguan psikologi 

lainnya yang mengganggu kehidupan dan aktivitas anak. 

6. Merasa tidak berguna atau tidak bermanfaat, kekerasan pada anak juga 

memunculkan sikap anak dalam memandang dirinya sendiri menjadi 

anakyang tidak berguna atau tidak bermanfaat. Hal ini membuat anak 

menjadi pendiam, apatis terhadap lingkungan sosial, bahkan bisa berujung 

pada keinginan untuk mengakhiri hidup.
27

 

 

E. UPT PPA Pekanbaru 

1. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT 

PPA) Kota Pekanbaru 

Pada tahun 2018 dengan keluarnya Peraturan Menteri Nomor 4 

Tahun 2018 Tentang Pembentukan UPT PPA, sehingga sementara 

berubah nama menjadi PPA. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud 

dengan: 

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak 

yang selanjutnya disingkat UPT PPA adalah unit pelaksana teknis daerah 

yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi 

perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, 

perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
28

 

                                                           
27  Kapsul Kecerdasan. “Dampak buruk kekerasan pada anak secara psikis”. diakses 

melalui http://kapsulkecerdasan.com/dampak-buruk-kekerasan-pada-anak/, pada hari minggu 15 

januari 2023, pukul 20:10 wib. 
28  Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik 

Indonesia Nomor 4 tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Perlindungan Perempuan Dan Anak, Pasal 1 Ayat (1) 
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UPT PPA bertugas melaksanakan kegitatan teknis operasional di 

wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak 

yang mengalami masalah kekerasan, dikriminasi, perlindungan khusus, 

dan masalah lainnya.
29

 UPT PPA dalam melaksanakan tugasnya 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 menyelenggarakan fungsi layanan: 

a. Pengaduan masyarakat; 

b. Penjangkauan korban; 

c. Pengelolaan kasus; 

d. Mediasi; dan 

e. Pendampingan korban.
30

 

Kemudian dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Pekanbaru 

Nomor 142 Tahun 2019 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis 

Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan 

Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru. Dengan Peraturan 

Walikota ini dibentuk UPT. PPA pada Dinas Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak Kota pekanbaru. UPT PPA merupakan Unit 

Pelaksana Teknis Kelas A. Ketentuan lebih lanjut melalui Keputusan 

Walikota dan/ atau Kepala Dinas. 

UPT PPA menyelenggarakan fungsi teknis operasional bidang 

perlindungan perempuan dan anak, yakni : 

a. Pengaduan masyarakat; 

b. Penjangkauan korban; 

                                                           
29 Ibid., Pasal 4 
30 Ibid., Pasal 5 
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c. Pengelolaan kasus; 

d. Penampungan sementara; 

e. Mediasi; dan 

f. Pendampingan korban. 

UPT PPA dipimpin oleh Kepla UPT yang berada di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. UPT PPA sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang- undangan. Sub Bagian Tata Usaha yang 

berada dibawah dan bertangungjawab kepada Kepala UPT PPA. Jumlah 

dan jenis jabatan fungsional dan/ atau pekerja/tenaga profesi lainnya akan 

ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota dan/ atau Keputusan 

Kepala Dinas.
31

 

2. Dasar dan Landasan Hukum Unit Pelaksana Teknis Perlindungan 

Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru 

a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

c. Peraturan Walikota Pekanbaru No 142 Tahun 2019 Tentang 

Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi 

Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan 

                                                           
31 Ibid., Pasal 3 
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Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 

Kota Pekanbaru.
32

 

d. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Kelola Unit 

Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak 

e. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 

Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman 

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan 

Dan Anak 

f. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Nomor 05 Tahun 2010 Tentang panduan Pembentukan dan 

Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu. 

g. Peraturan Menteri Negeri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan 

Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar 

Playanan Minimal Untuk Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan  

h. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 104 Tahun 2020 Tentang Pedoman 

Perilaku Hidup Baru Masyarakat Produktif Dalam Pencegahan dan 

Pengendalian Corona Virus 2019 (Covid-19) di Kota Pekanbaru 

 

 

 

                                                           
32 Wawancara Uli Amalia Situmorang, Konselor Hukum UPT PPA, Kota Pekanbaru, 

tanggal 15 Juni2023 Pada Pukul 10:00 WIB 
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3. Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan 

dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru 

UPT PPA bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di 

wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak 

yang mengalami masalh kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, 

dan masalah lainnya. 

Kepala UPT PPA 

a. Kepala UPT PPA mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam 

melaksanakan kegiatan teknis operasional pemberian layanan bagi 

perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, 

diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya. 

b. Kepala UPT PPA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: 

1) Perencanaan kegiatan teknis operasional pemberian layanan bagi 

perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, 

diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya 

berdasarkan rencana opresional organisasi sebagai pedoman 

pelaksana tugas. 

2) Pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan 

tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksana tugas 

UPT PPA. 

3) Pelaksanaan bimbingan tugas tugas kepada bawahan pada UPT 

PPA sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang di berikan agar 

pekerjaan berjalan tertib dan lancar. 
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4) Pelaksanaan fasilitasi operasional terkait teknis operasional 

pemberian layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami 

masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah 

lainnya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar 

pelaksana tugas berjalan efektif dan efisien. 

5) Penyiapan bahan operasional terkait teknis operasional pemberian 

layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah 

kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah yang 

berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efesien. 

6) Pemeriksaan hasil kerja bawahan di lingkungan UPT PPA sesuai 

dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari 

kesalahan. 

7) Pelaksanaan evaluasi kegiatan di lingkungan UPT PPA dengan 

cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan 

kinerja di masa mendatang. 

8) Penyiaran laporan pelaksanaan kinerja di lingkungan UPT PPA 

sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai 

akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang. 

9) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya.
33

 

 

 

                                                           
33 Peraturan  Walikota Pekanbaru Nomor 142 tahun 2019, op cit,. Pasal 5 
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Sub Bagian Tata Usaha 

a. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas merencanakan, menyusun, 

merumuskan dan melaksanakan program kerja ketataushaan 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

b. Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud 

pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi : 

1) Penyiapan bahan rencana program dan kegiatan UPT PPA. 

2) Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan rumah 

tangga serta kearsipan. 

3) Pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan 

dan penganggaran, pendanaan, penerimaan, penyimpanan, 

penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan seta 

pemeliharaan barang milik daerah di lingkungan UPT PPA. 

4) Pelaksanan urusan keprotokolan dan palayan hubungan 

masyarakat. 

5) Penyusunan dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan 

petunjuk operasional UPT PPA. 

6) Penyiapan bahan dan penyusunan laporan berkala UPT PPA. 

7) Pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan 

tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas. 
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8) Pelaksanaan bimbingan tugas kepada bawahan ssuai dengan tugas 

dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib 

dan lancar. 

9) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

4. Bentuk Bentuk Kegiatan UPT PPA Kota Pekanbaru 

Berdasarkan Permen PPPA No. 4 Pasal 1 UPT PP memiliki tugas 

untuk melaksanakan kegiatan teknis operasioal di wilayah kerjanya dalam 

memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah 

kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
34

 

Adapun bentuk-bentuk kegiatan Unit Pelaksana Teknis 

Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru sebagai 

berikut: 

a. Pengaduan masyarakat 

b. Penjangkauan korban 

c. Pengelolaan kasus 

d. Penampungan sementara 

e. Mediasi 

f. Pendampingan Korban
35

 

 

 

                                                           
34  Wawancara Ria Dina Srikadarini, Kepala UPT PPA Kota Pekanbaru, tanggal 14 Maret 

2023 Pada Pukul 10:00 WIB 
35 Ibid., 
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5. Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan 

dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru 

Pengorganisasian UPT PPA disesuaikan dengan kebutuhan dan 

kepentingan wilayah. Sarana tersebut akan di bentuk berdasarkan hasil 

rapat koordinasi yang melibatkan pemerintah bersama organisasi/lembaga 

masyarakat termasuk dunia usaha/swasta, untuk menentukan mekanisme 

kerja selanjutnya. Pada tahap ini harus ditetapkan struktur organisasi UPT 

PPA. Beserta uraian tugas masing-masing bagian didalamnya mulai dari 

penggung 

Jawab sampai anggotanya. Hal penting yang perlu diperhatikan 

adalah para pengurus, pengelola, dan tenaga profesi yang terlibat di UPT 

PPA adalah individu-individu yang memiliki jiwa sukarela, peka dan 

mampu memberikan perhatian penuh terhadap perlindungan perempuan 

dan kesejahteraan serta perlindungan anak. 

Dalam struktur organisasi di UPT PPA terdiri dari Kepala UPT, 

Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Pelaksana, dan Kelompok Jabatan 

Fungsional dan/atau Tenaga Ahli sebagaimana yang di maksud pada ayat 

(1) poin d meliputi : Psikolog Klinis, Pekerja Sosial, Konselor, Advokat, 

dan Mediator.
36

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36 Indonesia, Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 142 tahun 2019, , op. cit , Pasal 4 
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F. Penelitian Terdahulu 

1. Skripsi yang berjudul "Efektivitas  Kinerja Komisi  Perlindungan Anak 

Indonesia Daerah Kota Pekanbaru  Berdasarkan UU No 35 Tahun 2014 

Tentang Perlindungan Anak dilaksanakan di Kota Pekanbaru namun lokasi 

yang akan diteliti berada di KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) 

Perbedaan  :  Kajiannya terfokus pada tujuan bentuk-bentuk program 

kegiatan yang dilaksanakan oleh Komisi Perlindungan 

Anak Indonesia dalam upaya pelaksanaan tugas 

pemenuhan hak anak serta hambatan apa saja yang 

ditemui oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam 

pelaksanaan tugasnya. 

Persamaan  :  Berkaitan dengan judul penulis yaitu sama-sama 

membahas soal upaya pelaksanaan perlindungan kepada 

anak untuk memenuhi hak-hak anak. 

2. Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Perlindungan Anak Asuh Berdasarkan 

Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pada UPT.Dinas Sosial Kota 

Pekanbaru, dilaksanakan di Kota Pekanbaru namun lokasi yang akan di 

teliti UPT Dinas Sosial”. 

Perbedaan  :  Bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengangkatan 

anak (adopsi) di UPT Melalui Dinas Sosial dikota 

pekanbaru, dan sumber data diperoleh dari wawancara 

dengan Staff Dinas Sosial dikota pekanbaru, pasangan 

pemohon pengangkatan anak, dan Staff UPT dikota 

pekanbaru. 
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Persamaan  :  Berkaitan dengan judul penulis yaitu sama-sama 

membahas soal upaya pelaksanaan perlindungan kepada 

anak. 

3. Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Menjadi 

Korban Penyalahgunaan Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di 

Kota Pekanbaru”. 

Perbedaan  : Membahas tentang anak yang menjadi korban 

penyalahgunaan narkotika oleh badan narkotika nasional. 

Persamaan  :  Berkaitan dengan judul penulis yaitu sama-sama 

membahas soal upaya pelaksanaan perlindungan kepada 

anak. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian hukum adalah aktivitas yang bersifat ilmiah yang 

didasarkan pada naluri dan atau kerangka berfikir Yuridis mengenai suatu 

fakta atau realitas hukum yang berkaitan dengan efektivitas hukum di 

masyarakat, sosiologi hukum, politik hukum bahkan hukum progressif 

sekalipun. Aktifitas tersebut merupakan serangkaian tahapan yang untuk 

melihat gejala hukum yang muncul di masyarakat, fakta hukum yang 

berlawanan dengan instrument hukum, norma hukum dan norma non 

hukum lainnya. 

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum 

sosiologis yang membutuhkan Populasi dan Sampel karna jenis penelitian 

ini menekankan pada aspek pemahaman suatu norma hukum yang terdapat 

di dalam perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan 

berkembang di masyarakat serta para partai. Penelitian kualitatif 

menggunakan lingkungan yang menjadi penelitiannya sebagai sumber 

data.
37

 Maksudnya adalah data dan informasi lapangan ditarik makna dan 

konsepnya melalui pemaparan deskriptif analitik tanpa harus 

menggunakan angka, sebab lebih mengutamakan proses terjadinya suatu 

peristiwa dalam situasi yang alami. 

                                                           
37 Sierjano Soekanto, Efektivitas Hukum dan Perananan Sanksi (Bandung Remaja Karya, 

1985),h.7. 
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2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

efektifitas hukum  yaitu penelitian yang meninjau fungsi dari suatu hukum 

atau aturan dalam hal penerapannya di ruang lingkup masyarakat. Metode 

penelitian ini disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis, metode 

dalam penelitian ini juga dilakukan penelitian berkaitan dengan orang 

dalam menjalani suatu hubungan dalam kehidupan yang berkaitan dengan 

orang lainnya atau masyarakat. Sehingga kenyataan yang diambil dalam 

suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintahan. Penelitian 

hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum dengan data 

primer atau suatu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.
38

 

 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan elemen, atau unit elementer, atau unit 

penelitian, atau unit analisis yang memiliki karakteristik tertentu yang 

dijadikan sebagai objek penelitian, populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian di 

tarik kesimpulannya. terdiri dari semua unsur, atau satuan dasar, atau 

satuan penelitian, atau satuan analisis dengan ciri-ciri tertentu yang 

                                                           
38  Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press,2020), 

h.10 
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dijadikan objek penelitian. Jadi populasinya terdiri dari seluruh Kepala 

dan Staf pengurus Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan 

Anak berjumlah enam orang, dan anak sebagai korban kekerasan psikis 

berjumlah dua puluh dua. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi sumber data 

dalam penelitian, dimana populasi merupakan bagian dari jumlah 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi.
39  Sementara itu Sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini yakni 4 orang kepala dan staff upt ppa kota 

serta 22 korban anak kekerasan psikis.Dalam penelitian ini cara 

pengambilan sampling yang digunakan adalah Purposive Sampling, teknik 

ini merupakan suatu merupakan satu teknik penentuan sampel yang di 

dasarkan pada pertimbangan peneliti mengenai sampel-sampel mana yang 

paling sesuai, bermanfaat dan dianggap dapat mewakili populasi 

(representative).
40

 Teknik pengambilan sampel ini cenderung lebih tinggi 

kualitas samplenya. 

Tabel III.1 

Populasi dan Responden  

No Responden Populasi Sampel Presentase 

1 

Kepala dan Staff Unit 

Pelaksanaan Teknis 

Perlindungan Perempuan 

Dan Anak. 

10 Orang 4  Orang 40% 

2 
Korban dari tahun 

 2020-2022 
40 Orang 22  Orang 50% 

3 Jumlah  50 Orang 26 orang 50% 

Sumber Data: Data Olahan Penelitian 2022 

                                                           
39 Garaika,Darmanah, Metode Penelitian, Lampung Selatan: Cv Hira Tech, 2019., h.48 
40 Ibid, h.54 
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C. Jenis dan Sumber Data 

1. Data Primer merupakan sumber data yang di peroleh secara langsung dari. 

Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA). Jl. 

Dagang No.78, Kp. Tengah, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau 28122 

2. Data Sekunder yaitu data yang di peroleh dari dokumen-dokumen, jurnal, 

buku referensi, dan literature-literatur yang ada hubungannya dengan 

penelitian. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan melakukan 

pengamatan langsung ke lapangan dan yang menjadi objek penelitian. Maka 

dari itu untuk memperoleh data yang di perlukan, peneliti menggunakan 

teknik pengumpulan data sebagai berikut : 

1. Observasi 

Observasi merupakan salah satu cara yang sistematik dan selektif 

dalam mengamati dan mendengarkan fenomena atau interaksi yang terjadi. 

Dalam hal ini peneliti tidak terlibat secara langsung tentang Bagaimana 

perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis 

berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) di unit pelaksana teknis 

perlindungan perempuan dan anak (UPT PPA) kota pekanbaru . 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan proses 

tanya jawab langsung kepada responden. Dalam penelitian ini tanya jawab 
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di lakukan dengan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan 

Anak (UPT PPA). Jl. Dagang No.78, Kp. Tengah, Kec. Sukajadi, Kota 

Pekanbaru, Riau 28122 untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum 

terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis berdasarkan standar 

operasional prosedur (SOP) di unit pelaksana teknis perlindungan 

perempuan dan anak (UPT PPA) kota pekanbaru dan mengetahui 

bagaimana hambatan dalam memberikan perlindungan terhadap anak 

sebagai korban kekerasan psikis berdasarkan standar operasional prosedur 

(SOP) pada UPT PPA kota pekanbaru . 

3. Kuisioner 

Yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara peneliti 

membuat daftar pertanyaan secara tertutup atau terbuka kepada responden 

atau sampel. Daftar isi pertanyaan harus disesuaikan dan mempunyai 

hubungan erat dengan masalah yang dibahas. 

4. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah suatu kegiatan mengumpulkan data tertulis 

yang mengandung penjelasan dan keterangan serta pemikiran tentang 

fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. 

 

E. Analisis Data 

Teknik analisis bahan hukum yang terkumpul dilakukan dengan 

menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mengkategorikan bahan hukum 

secara sistematis, bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan 

kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan 
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dan pendekatan kasus, kemudian dianalisis menggunakan metode analisis 

kualitatif. yaitu dengan melakukan analisis dan interpretasi yang mendalam 

terhadap bahan hukum yang terkumpul. Metode deduktif digunakan untuk 

menarik kesimpulan dalam penelitian ini, yang berarti menarik kesimpulan 

dari suatu masalah umum ke masalah khusus yang dihadapi.
41

 

                                                           
41 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram Press, 2020), h.67. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari uraian di atas, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan psikis pada UPT 

PPA Kota Pekanbaru dilakukan berdasarkan SOP yang sudah ditetapkan. 

Perlindungan tersebut dimulai dari pelayanan pengaduan korban atau 

keluarganya yang dilakukan sesuai dengan SOP, pendampingan 

psikologis, bantuan mediasi, dan kesehatan juga dilakukan berdasarkan 

SOP. Namun masih banyak koban atau keluarga koban yang tidak 

mengetahui keberadaan dari UPT PPA, sehingga mereka tidak ada 

mengajukan pengaduan kepada pihak UPT PPA dalam rangka pemulihan 

psikis anak. Mengenai layanan terhadap rumah perlindungan terhadap 

anak korban psikis belum dalam terlaksana sesuai dengan SOP, karena 

bangunan yang ada kurang memadai dan pihak UPT PPA masih 

memerlukan rumah perlindungan yang layak dan nyaman. 

2. Hambatan yang dialami oleh UPT PPA Kota Pekanbaru dalam 

memberikan layanan dan perlindungan terhadap anak korban kekerasan 

psikis antara lain adalah kesulitan dalam mengintrogasi karena anak tidak 

mengingat kejadian yang sudah dialaminya. Di samping itu juga korban 

dan keluarganya cenderung menutupi kasus kekerasan tersebut dan 

membutuhkan waktu untuk mendapatkan keterangan yang sebenarnya. 

Sarana dan prasarana yang masih minim pada UPT PPA Kota Pekanbaru, 
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dan masih digabungkannya ruangan anak lali-laki dan anak perempuan, 

sehingga menyulitkan dalam proses konseling dan pemulihan. 

 

B. Saran 

Berkenaan dengan uraian dan kesimpulan di atas penulis memberikan 

saran sebagai berikut: 

1. Kepada pihak UPT PPA Kota Pekanbaru harus benar-benar dapat 

menerapkan SOP dalam memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap 

anak korban kekerasan psikis. Di samping itu juga harus dapat mencarikan 

solusi terhadap hambatan yang dialami dalam memberikan layanan dan 

perlindungan terhadap anak, agar proses penanganan menjadi lebih efektif. 

2. Kepada korban atau masyarakat yang mengalami kekerasan psikis harus 

dapat menggunakan jasa UPT PPA yang telah dipersiapkan oleh Pemerintah 

Kota Pekanbaru. Sehingga dapat memulihkan kondisi psikis dan mental 

anak, yang mana nantinya si anak merupakan tumpuan dan harapan bagi 

orang tua, keluarga, agama, bangsa dan negara.    
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